PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUFATEN BONE BOLANGO

MCMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLAMGO

Menirnbang : a. bahwva dalam rangka efisiensi can efektivitas penyelenggaraan
pernerntahan, pembangunar dan pelayanan masyarakat di
hidang pangelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu
membentuk organisasi dan Tatz Kerja Badan Pengelola

Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu rnembeniux Peraturan Daerah tentang
Pemberitulkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan Dacrah ;
Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-faokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomwor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesio Ncmor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-lUndanyg Momor 43 Tahun 19€9 (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 1969 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebhas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Larnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tarmbahan Lembaran Negara Republix Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3& Tahun 2000 tentang Pembeniukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Nuegara Republik Indonesia
Tahun 200C Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4060 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Belange dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontaio (Larnbaran Negara Rapublik Indoriesia 1Tahun 2003
Nomor 26, Tambanan Lembarar. Negera Reputiik Indonesia

Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teniang Parnbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4389),

Undang-Undar.g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerntah Pengganti Lindang-undang Nomor 3 Tahun 2005
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2005 Nomor 78,

Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
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7. Undanyg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lernbarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

8. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000, tentang
Ke'wenangan Pemerintzh dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4%, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tembahan Lembaran Negara

Republik indonsasia Nomor 42€2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATZHN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daeiah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

I8}






2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerzh
Otonom vang lzin sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten

Bone Bolango.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Deaerah selanjutnya aisebut DPRD

adalah Badar. Lagislatif Caerah Kabupaten Bone Bolango.

4. Pemerintah Dzerah adalah penyelenggara Pemerintahan
Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

azas desentralisasi.
5. Kepala Daerzh adalah Bupati Bone Bolango.

6. Sckretaris Cacrah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bone

Bolango

7. Kewenangan adalah kewenangar yang diserahkan ke Daerah

menurut peraturar. perundang-undangan.

8. Badan acalah Badan Pangelola Keuangan Daerah Kabupaten

Bone Bolango.

9. Kepale Badan adalah Kepala Badan Pengeclola Keuangan

- Daerah IKabupater: Bore Bolango.

SAB Il
KERUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang
pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh seorang K3pala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mernpunvai tugas melaksariakan kewsenangan otonomi

daerah dalzm rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
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Pzsal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sepagaimana dimaksud pada

Pasal 2 diatas Badan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis se<uai dengan lingkup kerjanya ;
b. Pemberian perizinari dan pelaksanaan pelayanan umum ;
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dalam
lingkup kerjanya.
BAB Il
ORGANISASI

Pasz! S

(1) Organicasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Bagian Tata Usahe ;

c. Bidang Pendapatan Daeran,

d. Bidang Akuntansi;

e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
f. Unit Pelaksana Telnis Badan ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini .
Pasal 6
Bagian Tata Usaha tordiri atas :
a. Sub. Bagian Umurn czn Kepegawaian ;

b. Sub. Bagian Program.
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rPasal 7
Bidang Pendagaian Dacrah terairi atas .

a. Sub Bidarg Fengeloaan Fajak, Retribusi dan Pencapatan Lain-
Lain
b. Sub Bidang Kordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pendagatan.
Pasal 8

Bidang Akuntansi terdiri atas :

a. Sub Bidang Pengolanan Data dan Pelanoran;

b. Sub Bidang Pengernbangan Sistem Akuntansi.

Pasal ¢
Bidang Anggaran den Ferbendaharaan terdiri atas .

a. Sub Bidang Anggaran dan Vervikasi,

b. Sub Bidang Perbendahziazn.

Pasal 10

Penjabaran ti'gas dan fungsi Baaan,Bagiar. Tata Usaha, Bidang -
bidang, Sub Bidarg-Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah ;

~esal 11

(1) Pada oiganisasi Badar, dapat dibantuk 1 (satu) atau lebih Unit

Pelaksana Texnis Badan.

(2) Pembentukar, Unit Peiaksana Teknis Badan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) herdasarkan kebutuhan Badan dan
mementihi criteria serta peraturan perundang-undangan yang
beilakL.

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan diietapkan

tersendii dengan Peraturan Daerah.
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Pasai 12

(1) Pada organisasi Badan dapat diternpatkan Pegawai Negeri

Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Furgsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.
Pacal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan.

(2) Kelompok Jabatan fungsiona! dapat dibagi atas kelompok dan

sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis

dan beban kerja.

(4) Pembinzan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai

dengan peraturan peruncang-undar.gan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasa!l 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Unit Pelnksana Teknis
Badan dan  Kelompok  Jabatan  fungsional  wajib
menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun  antar satuan

organisasi sesuai tugas masing-rasing.;
(2) Setiap pimipinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan
bertanggurg jawat: kepada Kepala Badan secara berjenjang.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan
berkewajitan  memberikan  petunjuk, bimbingan dan
pengawasan pekerjaan unsur-unsui pembantu pelaksana yang

berada dalam lingkungan kerjanya.

‘4) Dalar melaksanakan tugasnya Badan wajib

menyelenggarakan koorBadani secora fungsional dengan baik.
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Pasal 15

(1) Kepala Badan  melaksnakan  tugasnyz berdasarkan

kebljaksenaar yang ditetapkan oleh Kepala Daeran.

(2) Kepala Badan berkewajiban mernierikan patunjuk, membina
dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur

pembantu dan pelaksna dilingkungan Badan.

3ABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kapala Daerah

atas unsur Sekrzataris Daarah.

.(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan
diberhentikar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenjang jatatan dan xepangkatan serta sistem kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yany timbul akibat pelaksanaan Perzturan Daerah ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango terdusarkan

peraturan perundang-undar.gan yang berlaku.

BAB VI
<ETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daeran ihi. Keputusan Bupali Bone
Bolango yang rnengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat

Naeral Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 13

Hal-hal yany belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam
Peraturean DCuerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala

Daerah.
Pacszl 20

Peraturan Daerah ini mulai berizku pada tanggal 18 Juli 2005

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, imemerntahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannyu dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Bolango
Ditetapkan di Suwa wa

pada tanggal 18 Juli 2005
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BCLANGO TAHUN 2005 NCM OR 17 SERI D
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAEZRAR KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOK 17 TAHIUN 2004
TENTANCG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
' KEUANGAN DAERAH

KABUPATzN BONE BOLANGO
. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negpara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan 'Jndang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Caerah yang lebih dilekankan pada prinsip-prinsip
Demokrasi, peran serta masyarakai, pcrnerataan keadilan, serta dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi
perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, rnaka caerah dalam
menyelenggarakan Otonomi Daerah harus diduxung dengan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan
pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangar yang diatur dalém Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Daciak dan Peraturan Perundang-undangan
lainnya, maka Daerah"Otonomi Kabupalen Bone Bolargo dalam membartuk Badan
Pengelola Keuangan Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupali dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

Pemerintahan,administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Fasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikarii faktor-faktor
tertentu dan berpedoman peda Feraturan Pemerintah, dan herdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka
Femerintah Daerah membentuk Peraturan Dasrah tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
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Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelss.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasai 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cuhup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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TRUKTUR ORGANISAS|I DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KELUANGAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPALA BADAN l

KELOM POK Jabatan :.
fungsional Bagian Tata ksaha
|
1
BENDAFHARA UM WM S .]
DAERAH — Sub. Bagian Progran Sub. Bagian Umum
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| 0 [ _ 1
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